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Penyaluran KJP Lambat Akibat Data Penerima
Divalidasi Ulang

JAKARTA (Poskota)
- Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD)
DKI Jakarta mengung-
kap penyebab utama
keterlambatan penyal-
uran dana Kartu Jakar-
ta Pintar (KJP). Mere-
ka menyebut, dana itu
lambat diterima ma-
syarakat karena daft-
ar penerimanya terk-
endala.

Ketua Komisi B
DPRD DKI, Ismail men-
gatakan, dana terse-
but terlambat disal-
urkan lantaran Bank
DKI tidak menerima
daftar penerima dana
KJP tepat waktu. "Bank
DKl hanya menunggu
‘feeding' data dari pi-
hak pemprov untuk
para penerima KJP,"
kata Ismail di Gedung
DPRD DKI Jakarta,
Rabu (5/7).

Ismail menjelaskan,

keterlambatan pembe-
rian data terjadi lanta-
ran Dinas Sosial ma-
sih memeriksa iden-
titas warga yang ter-
daftar di Data Terpa-
du Kesejahteraan Sos-
ial (DTKS). ldentitas di-
periksa guna memasti-
kan para penerima ma-
sih sesuai dengan kri-
teria penerima bantu-
an. "Misalkan, dia su-
dah memiliki kendara-
an bermotor dalam jum-
lah tertentu yang per-
lu satu tindakan valida-
si dari Pemprov DKI,"
ujarnya.

Karena itu, Ismail
meminta Pemerintah
Provinsi  (Pemprov)
DKI lebih selektif me-
nyeleksi penerima KJP
agar bantuan tersebut
tepat sasaran. Daftar
bantuan tersebut juga
harus diberikan tepat
waktu agar Bank DKI

bisa menyalurkan ban-
tuan ke pemegang KJP.

Sebelumnya, BPK
RImengungkap adanya
temuan dana sebesar
Rp197,55 miliar pada
anggaran Provinsi DKI
Jakarta tahun 2022
yang tidak tersalurkan
kepada pemegang KJP
Plus dan Kartu Jakar-
ta Mahasiswa Unggul
(KJMU).

"Bantuan Sosial
KJP Plus dan KJMU se-
nilai Rp197,55 miliar be-
lum disalurkan kepada
penerimanya dan Ban-
tuan Sosial Pemenuhan
Kebutuhan Dasar seni-
lai Rp15,18 miliar tidak
sesuai ketentuan,” kata
Anggota V BPK Rl Ah-
madi Noor Supit saat
menyampaikan hasil
pemeriksaan BPK atas
anggaran tahun 2022
di Gedung DPRD DKI
Jakarta. (*/lfn)



